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Menimbang ra. bahwa peﬂdjdakan adalah tanggung 1awah Keluarga, Masyarakat
dan Peméﬁntah \

b. bahwa : untuk. mEmnghaﬂian _____ rtlsujasl masyarakat dalam
pelaksanaan penierataan pendrdlkan Yayasan Khadijatul Kubro
Warmﬂ@m{.ﬁ&h beralamat di  JI. Industri No.45 Buni Asih, Desa
Cikarang Kota. Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi telah
mengusahakan dfdlrlkannya Sekolah Menengah Pertama Swasta
SMP, S} CHARIS GLOBAL:

. 3 Yayaﬁan Khadijatul Kubro Warmdomyah telah memiliki
a persyaraten untuk program tersebut di atas,

e fh NN
G’\ Ei‘* bﬁhwa untuk ‘maksud sebagaimana farsebut pada huruf a, b dan ¢
\{” s "tersel:uut ‘diatas d+partdang perlu adanya Jdzin Operasional Sekolah
-':ﬁ Menengaﬁ F‘eﬂama Plus. { SMP- Plus RAYHAN | yang ditetapkan
dengan Keputusan F{epala Badarn Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu ( BPMPPT ) Kabupaten Bekasi.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
MNasional,

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;




3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupatenﬂ{uta

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
FPedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl No. 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah: .

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan:

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;

8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-0Org/2007

= tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
.lw't“ AH k?}-Ethu di Prupmm Jawa Barat

S ~—~— F’c’ turai Daerah K‘abu;a*aten Bahfam Nomor 06 Tahun 2008 tentang
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Memperhatikan

Menetapkan

iy

. _-'i

it gy, QJJFﬂgr n Peman ntah Kabupatem, EEKEEi
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‘TU*Peraturah paerah Kabupaten Eel&am Numor 07 tahun 2008 tentang
F’ambenmkﬂn DrganfﬁaSl F’Erangkat Elaeﬁah Kabupaten Bekasi:

11 Peraturan Eupaﬂ Nomﬂ? 16 fah-u«n EBDB tentang Organisasi dan Tata
Kera Baci‘an Pela’yanaﬁ Per{aman Terpadu Kabupaten Bekasi;

------

20 F‘-‘era;umn Eupatr Bekam Nl::lmc::rr 32 tahuh 2011 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Perizinan dan F‘ehmpahan Sebagian Kewenangan
untuk Menangani Sebag1an Urusan Dtom:rm Daerah di Kabupaten
Bekasi.
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: 1. Akta Notaris. . EKA SAKTI HAGHMQSARI S H. MM,
Tanggal_\-- GB SEPTEMBER 2010,
Nomor ‘O “lss02 - — <L
Tentang pen&“rlan Yayasan Kaduatul Kubro Warindoniyah
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

PERTAMA  Memberikan izin kepada

Nama Yayasan . Yayasan Khadijatul Kubro Warindoniyah

Alamat - JI Industri No.45 Buni Asih, Desa Cikarang
Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten
Bekasi



KEDUA,

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth :
1.Bupati Bekasi;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah

Pertama
Nama : SMP PLUS RAYHAN
Alamat cJl Industri No.45  Buni Asih, Dess

Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang
Utara, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuh semua ketentuan dan wajib
me%akukgq_'d_aft_ar ut_an_g"r['reg'rs{ra;['}'sﬁtiap awal tahun pelajaran.

D‘a!é_m‘ rangka pembinaan ',pe:nygferaggaraan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama sebagimana dimaksud pada diktum pertama
dilakukan oleh Satuan Kerja Pefangkat Daerah yang mempunyai
bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewens ngannya.

Keputusan. ini. _muréi'r-.bgr'_takuf._ Ppada tanggal ditetapkan dengan

catatarrbahwa apabila dikenudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan dj Bekas
Pada tanggal /: ) § N[ 2016
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2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi:
3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
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